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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak KDRT. 

 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan 

mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, serasi, selaras, dan juga 

seimbang. Upaya perlindungan terhadap anak sudah dilakukan oleh pemerintah dengan 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian 

pada tahun 2014 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Hasil Penelitian dari perspektif hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

tentang anak tujuannya untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk 

pemulihan kembali fisik, pesikis dan sosial anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk 

perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan 

dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial 

sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga 

yang memiliki trauma jangka panjang. 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: Legal Protection, Children of Domestic Violence. 

 

Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the 

potential and successors of the ideals of the nation's struggle, which have a strategic role and have 

special characteristics and characteristics, requiring guidance and protection in order to ensure 

growth, physical, mental, social development with whole, harmonious, harmonious, and also 

balanced. Efforts to protect children have been carried out by the government by issuing Law 

Number 23 of 2002 concerning Child Protection which was later updated in 2014 with Law 

Number 35 of 2014 concerning Child Protection. 

The purpose of this study is to determine the legal regulation and protection of children who 

are victims of domestic violence according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to 

Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. 

The results of the research from the perspective of law and legislation governing children 

aim to provide a deterrent effect and encourage concrete steps for physical, psychological and 

social recovery of children from victims of domestic violence. For legal protection of children who 

are victims of domestic violence, it can be done by providing children's rights in terms of access to 

the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with their 



Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan 

sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan 

perlindungan anak yang berdampak pada Kesinambungan perlindungan anak dan mencegah 

penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 

Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah 

yang wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 

pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut dengan melalui upaya untuk membangun 

kabupaten atau kota layak Untuk anak-anak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden. 

Orang tua adalah mereka yang memiliki posisi yang lebih besar dalam perlindungan anak 

karena mereka adalah bagian dari keluarga yang paling penting sehingga semua kebutuhan 

anakanak, baik secara fisik maupun mental, harus dicukup oleh orang tua, sehingga perlindungan 

hak-hak anak tersebut dipenuhi. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan untuk 

mengurangi keberadaan kekerasan pada anak-anak, tetapi untuk memaksimalkan upaya 

perlindungan ini, juga diperlukan untuk partisipasi masyarakat atau LSM (organisasi non-

pemerintah), Organisasi Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi lain yang memiliki 

kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu menjaga dan menjamin anak-anak. 

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan 

hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar 

lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.  

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 

Ayat 2 huruf i UU No 35 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 yang 

menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya 

kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut : 

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan 

sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain. 

2. Pendampingan psikolosial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban. 

3. Memberikan bantuan sosial bagi anak kirban dari keluarga yang tidak mampu. 

4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.  

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara 

harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan 

melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial, serta tidak menimbulkan penyakit 

dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu 

perlakuan kekerasan. 

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah 

kewajiban, yang terdiri dari: 

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menemoatkan prinsip dasar keasilan ke dalam 

undanundang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langlah 

yang komperehensif bagi korban kekerasan. 

2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, 

kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana. 

3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus 

anak dikantor-kantor kepolisian. 

4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat 

pemerintahan.  

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua 

atau Wali dapat turut serta dalam Perlindungan hak agar didapat anak korban kekerasan dengan 

melakukan penyebar luasaan ketentuan Undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan 

melalui apapun baik media atau secara langsung dengan sosialisasi yang direalisasikan seperti 

dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak. 

Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain 

atau kelompok lain. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena 



dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan 

pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian 

mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.  

Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh 

perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya 

dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas 

perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan 

pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya 

hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia 

sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan 

dengan cara-cara tertentu yang tepat.  

Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri 

yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala 

aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota 

masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. 

Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan 

guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat 

yang damai dan adil. Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, 

dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. 

Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia 

yang cenderung berisifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko 

bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum psoitif yang lain.  

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan 

kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi 

sesuai dasar yuridis pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan 

perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukan demi 

kepentingan terbaik bagi anak.  

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan 

in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi 

dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap 

anak dalam UU No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, apabila diterapkan terhadap pelaku 

yang melaukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban kekerasan.  

Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan 

anak secara optimal. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku 

kekerasaan pada anak yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 

80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, 

maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4).  

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan 

terhadap yang masih memiliki hubungan kekeluargaan/ kekerabatan (orangtua atau wali, pengasuh 

anak, pendidik atau tenaga kependidikan, serta korporasi) yang telah melanggar hak anak ataupun 

yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pemberatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang 

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak selengkapnya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pasal 80 

2. Pasal 81 

3. Pasal 82 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasaan 

pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap 

anak dilakukan oleh orang tuanya, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) yang diatur 

dalam Pasal 80 ayat (4). Pidana juga dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang 



Kesimpulan 

Dari perspektif hukum dan peraturan perundang undangan telah banyak mengatur tentang 

anak tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk 

memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Anak korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum dalam hal 

memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. 

 

Saran 

Agar regulasi yang sudah dibuat bisa di implementasikan oleh masyarakat, pemerintah, 

Negara dan Orang tua khususnya untuk melindungi anak. Karena pemimpin yang akan datang lahir 

dari anak yang kita didik sekarang. Karena hukum atau regulasi yang dijalankan sesuai aturan 

menjadi pondasi awal orang tua untuk tidak menelantarkan anaknya. 

Untuk menjaga generasi anak yang baik nantinya, menjaga generasi pemimpin negeri yang 

akan datang ini agar orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah lebih peka lagi terhadap anak-

anak yang akan menjadi pemimpin negeri ini kelak dengan cara memperhatikan tumbuh kembang 

anak, memperhatikan gizi anak, memperhatikan pendidikan anak, memperhatikan kesehatan anak 

pun juga harus memperhatikan pergaulan anak agar anak-anak kita kelak menjadi pemimpin yang 

dibutuhkan oleh negeri tercinta ini. Jangan sampai anak kita nantinya hanya menjadi sampah 

masyarakat yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi bangsa dan negara. 
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